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MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA REPUBLIK NDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NO. PER/60/M.PAN/6/2005

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA.

Menimbang: bahwa dalam rangka  mengembangkan jabatan  fungsional  jenjang ahli,  dipandang 
perlu mengubah Lampiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat: 1. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  169,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Nomor 3890);

2. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 
4437);

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 1977 tentang Peraturan  Gaji  Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3098), setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  1994  tentang   Jabatan  Fungsional 
Pegawai  Negen  Sipil  (Lembaran  Negara  Tahun  1994  Nomor  22,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3547;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawal Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
54  Tahun  2003  (Lembaran  Negara  Tahun  2003  Nomor  122,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

7. Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembar  Tahun  2000  Nomor  198,  Tambahan 
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Lembaran Negara Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,  Fungsi, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;

11. Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Perubahan  Kelima  atas 
keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan,  Susunan Organisasi,  dan Tata  Kerja  Lembaga Pemerintah Non 
Departemen.

Memperhatikan: Pertimbangan  Wakil  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  dengan  surat  Nomor 
WK26-30/V5O-8/93 tanggal 29 April 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN  MENTERI  PENDAYAGUNAAN  APARATUR  NEGARA 
TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU 
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA  TENTANG  JABATAN  FUNGSIONAL  DAN  ANGKA 
KREDITNYA.

Pasal I
Mengubah  ketentuan  Lampiran  I  dan  atau  Lampiran  II  Keputusan  Menteri 
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Angka  Kreditnya  khususnya  sub  unsur 
pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar, sehingga seluruhnya berubah 
menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Unsur pendidikan ijazah Doktor menjadi 200 angka kredit,  ijazah Pasca Sarjana 
menjadi 150 angka kredit, dan ijazah Sarjana/D IV menjadi 100 angka kredit”.

Pasal II
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Juni 2005
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